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Menimbang

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 memuat arah kebijakan daerah
satu tahun yang bersifat teknis operasional dan
merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk
memberikan kepastian kebijakan dalam
melaksanakan ~ pembangunan daerah yan,
berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi

usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta
Jajaran Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan P" sal 26 ;
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahu D4
Sistem Perencanaan Pcmbangunan
264 ayat (2) Undang-Unda
tentang Pemerintahan Dae
Peraturan Pemerintah N
Tahapan, Tata Cara Pen

Evaluasi  Pelaksane




. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan = Rencana Pembangunan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);




Menetapkan

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

o1

12

113

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor
2 Tahun 2018);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 123);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor S

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN
2024,

BAB I
KETENTUAN UMUM




10.
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15.

16,
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
Rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Balangan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA- PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diingin pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam
mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi

Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian &aam‘an:

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tir
pengerahan sumber daya baik yang berupa perseml [sumber daya m




BAB 11
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari 2024 sampai
tanggal 31 Desember 2024.

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

a. BABI . Pendahuluan.

b. BABII : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

c. BABI : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan
Keuangan Daerah.

d. BABIV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

e. BABV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

g BABVII : Penutup.

(3) Uraian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) RKPD  Tahun 2024 merupakan RKPD penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun >
2026, yang disusun berdasarkan hasﬂ musyawarah ~ perenc
pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat melalui i 2
arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pemba
Daerah.

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaim:
mewujudkan perenc
perencanaan pe




BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan
Daerah menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari
masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya;

b. Kepala Pcrangkat Daerah wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana
kerja Perangkat Daerah bila belum sesuai dengan RKPD;

c. Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan
program dan Kkegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan
penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah  terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk

dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul
dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan
penyesuaian.

d. Kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD
merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan
pembahasan anggaran bersama DPRD:;

e. Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah
sesual pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;

f. Penyesuaian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf e,
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan
Perencanaan Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;

g RKPD Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS
Tahun 2024 serta bahan arahan penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2024
dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan
penganggaran.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6
Pembangunan Daerah melakuk_an penggj__._. jal e e
pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan pert

2l







RKPD Kabupaten Balangan

Tahun 2024
PROGRAM PROGRAM - 2,877,230,000.0
01.01. | PENDIDIK DAN Persentase Guru 87% PENDIDIK DAN Persentase Guru 0 Dinas Pendidikan
04 | TENAGA Sertifikasi ° 1,071,412,289 | TENAGA Sertifikasi & Kebudayaan
KEPENDIDIKAN KEPENDIDIKAN
PROGRAM PROGRAM - 0.00
01.01. | PENGENDALIAN ﬁg;seenggzﬁan 100% PENGENDALIAN xfee”rfg:lﬁan Dinas Pendidikan
05 | PERIZINAN Periginan Pendidikan ° 215,000,000 | PERIZINAN Periginan Pendidikan & Kebudayaan
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
1.02 BIDANG 341.93 71,454,020,5? BIDANG
KESEHATAN KESEHATAN
PROGRAM PROGRAM 25,849,380,000.
PEMENUHAN . PEMENUHAN . 132 00 .
01.02. | UPAYA KESEHATAN | /Angka Kematian b 152 65770047 42 | UPAYA KESEHATAN g‘flk;;l%%“g%%a” lbu | Kelahira D'S:rf Ke‘r’lzzrl‘;f”
02 | PERORANGAN DAN 0 ! ! ! PERORANGAN DAN kelahiran Hidu n hidup Pend%duk& KB
UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN p 27
MASYARAKAT MASYARAKAT Persen
Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi 12 800,430,456.00
(AKB)/1000 kelahiran 12 (AKB)/1000 kelahiran Kelahira
hidup hidup n Hidup
Prevalensi Stunting 16% Prevalensi Stunting IlD?ersen 686,589,060.00

825,517,200.00

507,383,760.00

463,121,261.00

667,687,824.00

330,872,184.00

804,778,032.00

915,600,000.00

163,465,764.00

1,002,000,000.0
0

345,188,692.00

2,564,550,100.0
0

3,222,685,300.0
0




RKPD Kabupaten Balangan

Tahun 2024
PROGRAM PROGRAM 100 % 12,590,665,020.
PENINGKATAN Persentase tenaga PENINGKATAN Persentase tenaga 100 00 Dinas Kesehatan
01.02. | KAPASITAS kesehatan yang 100% KAPASITAS kesehatan yang Persen Pengendalian
03 | SUMBER DAYA memiliki kompetensi 5,225,231,451 | SUMBER DAYA memiliki kompetensi Penduduk & KB
MANUSIA sesuai standar MANUSIA sesuai standar
KESEHATAN KESEHATAN
Persentase Persentase
puskesmas dengan 9 100% puskesmas dengan 9 100
jenis tenaga kesehatan jenis tenaga kesehatan | Persen
sesuai standar sesuai standar
Persentase Fasilitas Persentase Fasilitas 27 261,972,000.00
PROGRAM . PROGRAM . - WS
pelayanan kefarmasian pelayanan kefarmasian | Sertifikat .
01.02. SEDIAAN FARMASI (Apotek dan toko obat) o SEDIAAN FARMASI (Apotek dan toko obat) | 100 Dinas Keseh_atan
04 ALAT KESEHATAN yang memenuhi 100% 41.718.600 ALAT KESEHATAN yang memenuhi Persen Pengendalian
DAN MAKANAN e DAN MAKANAN o Penduduk & KB
MINUMAN standar dan N MINUMAN standar dan o 100 %
persyaratan perizinan persyaratan perizinan
PROGRAM PROGRAM 60 487,940,000.00
Persentase Keluarga Persentase Keluarga e .
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN Persen Dinas Kesehatan
01.02. Yang Melaksanakan Yang Melaksanakan .
05 '\B"IADSAT\I'L(\BRAKAT Perilaku Hidup Bersih 60% 414,123,060 'QAIAD'SALAGRAKAT Perilaku Hidup Bersin | 80 % PZ?E%ET@TB
KESEHATAN dan Sehat (PHBS) KESEHATAN dan Sehat (PHBS)
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
BIDANG BIDANG
01.03 PEKERJAAN UMUM 158’585’9025’8 PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN DAN PENATAAN
RUANG RUANG
PROGRAM PROGRAM 76.15 % 125,302,687,130 )
010% | PENYELENGGARAA | Persentase SJiar:f‘;map 79.31% | 7920000000 | PENVELENGGARAA | Persentase SJiarLa;map 79,31 % 00 s T
N JALAN 0 | NJALAN
Persentase Jembatan Persentase Jembatan Dinas PUPR
dalam Kondisi Mantap 84.61% 9,000,000,000 dalam Kondisi Mantap 84,61 % PERKIM
Persentase Panjang Persentase Panjang 13,65 % 7,265,296,000.0
PROGRAM infrastruktur PROGRAM infrastruktur 34.55 % 0
01.03. | PENGELOLAAN pengendali banijir 13.65% PENGELOLAAN pengendali banjir 34,55 % Dinas PUPR
02 | SUMBER DAYA AIR wilayah sungai ' 5,650,000,000 | SUMBER DAYA AIR wilayah sungai 34.55 % PERKIM
(SDA) kewenangan daerah (SDA) kewenangan daerah 13,65 %
dalam kondisi baik dalam kondisi baik
Persentase Luas Persentase Luas
jaringan daerabh irigasi jaringan daerah irigasi .
permukaan 34.55% 13,700,000,00 permukaan DIIQESREIL#/IPR

kewenangan daerah
dalam kondisi baik

0

kewenangan daerah
dalam kondisi baik




